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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Smart city saat ini memang sedang menjadi trend di Indonesia. Bukan
sekedar sebagai gengsi, melainkan sebuah langkah dalam memajukan kota di
suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara
harafiah smart city diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang
dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam
memberikan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya agar lebih efisien
dan efektif. Dinamika dan permasalahan sebuah kota tentu berbeda antara kota
satu dan lainnya, begitu pula dengan potensinya. Hal ini membuat strategi dari
smart city dalam pengembangan konsepnya juga akan berbeda di setiap
daerah. Telah banyak kota di beberapa negara dunia yang telah berlomba-
lomba mengimplementasikan strategi smart city dalam memberikan pelayanan
publik bagi warganya. Begitupun dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta
yang tidak mau ketinggalan dengan kota-kota di negara lainnya dalam
mengimplementasikan strategi smart city dalam memberikan pelayanan publik
bagi warganya.

Memasuki era digital, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah siap
dengan serangkaian kebijakan yang terintergrasi secara mobile. Jakarta
memiliki tantangan berat yakni bersaing dengan kota-kota besar di negara lain

untuk memperbaiki pelayanan publik. Apalagi Provinsi DKI Jakarta sebagai



Ibukota negara selalu dijadikan barometer bagi kota-kota lain yang ada di
Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) periode 2013-2017 membuat visi
yaitu “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian
yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan
dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”. Lebih jauh
pernyataan visi tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud Jakarta Baru adalah
ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global,
kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,
kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera dan
kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan
dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Pernyataan visi dan penjelasannya tersebut di atas merefleksikan
secara eksplisit tentang pembangunan kota berkelanjutan. Kota berkelanjutan
dimaknai sebagai kota yang layak dan manusiawi, kota yang aman dan
nyaman, kota yang masyarakatnya produktif, sejahtera dan berbudaya dan
kota dengan institusi yang bersih dan melayani. Merujuk kepada pilar-pilar
pembangunan berkelanjutan yang terdiri perpaduan utuh keberlanjutan
ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, tampak bahwa semua pilar
tersebut telah menyatu dalam konsepsi Jakarta Baru. Dengan kata lain,
konsepsi Jakarta Baru yang menjadi visi pemerintahan DKI Jakarta periode
2013-2017 sudah sejalan dengan konsepsi pembangunan kota berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



memulai dengan memperbaiki pelayanan publik dan melakukan inovasi-
inovasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapat akses
pelayanan publik atau menyampaikan keluhan terhadap permasalahan
lingkungan yang terjadi. Salah satunya adalah inovasi pelayanan publik yang
dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Inovasi pelayanan publik itu diluncurkan demi mengimbangi pesatnya
kemajuan teknologi dan gaya hidup masyarakat Jakarta yang semakin tidak
dapat dipisahkan dari gawai yang selalu berada di genggamannya. Di era maju
ini pemerintah DKI Jakarta menciptakan reformasi birokrasi, mereka meng-
update pola birokrasi konvensional menjadi kekinian, begitu pun dengan DKI
Jakarta dengan menghadirkan konsep Jakarta Smart City. Jakarta Smart City
adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan
komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat lebih baik, dengan itu
pelayanan untuk masyarakat dapat lebih dekat dirasakan masyarakat, bahkan
berada dalam genggaman mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat dengan
mudah berpartisipasi langsung menyampaikan kritik dan masukan atas kinerja
pemerintah dalam rangka menciptakan good government, memanfaatkan data
dan aplikasi berbasis internet melalui gawai yang mereka miliki. Tujuan
terbentuk Jakarta smart City ini adalah demi memaksimalkan pelayanan
publik, memberikan solusi penyelesaian masalah dan mendukung
pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga masyarakat Jakarta maupun
masyarakat luar Jakarta/luar Indonesia dapat mengetahui lebih detail apa itu

kota Jakarta. Jakarta Smart City memiliki 6 kategori sasaran yaitu Smart



Governance (pemerintah transparan, informative dan responsive), Smart
Economy (menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat
inovasi), Smart People (peningkatan Sumber Daya Manusia dan fasolitas
hidup layak), Smart Mobility (penyediaan system transportasi dan
infrastruktur) dan Smart Environment (manajemen sumber daya alam yang
ramah lingkungan), serta Smart Living (mewujudkan kota sehat dan layak
huni).

Keenam indikator tersebut menjadi basis untuk meningkatkan
pelayanan publik dan menciptakan kemajuan bagi Jakarta. Demi menjamin
kebelangsungan kemajuan Jakarta yang terpadu, Pemprov DKI telah berhasil
membangun command center sebagai pusat integrasi teknologi. Command
Center yang dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berfungsi
untuk melakukan pengawasan petugas, laporan masyarakat, pencarian lokasi
busway, mengontrol aset Pemda, serta percepatan penanganan laporan warga
melalui aplikasi Qlue.

Warga DKI Jakarta kini dapat dengan mudah menyampaikan keluhan
terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya yakni melalui
sebuah aplikasi yang terdapat didalam smartphone yakni QLUE. Selain untuk
penyampaian keluhan dari masyarakat, aplikasi Qlue ini juga membantu
Pemerintah untuk memantau kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Qlue
merupakan salah satu solusi kota pintar (smart city) yang diadopsi oleh
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Jakarta Smart

City. Dengan pendekatan berbasis media sosial, Qlue memberikan fasilitas



bagi warga DKI Jakarta maupun pengguna Qlue secara umum untuk
memberikan laporan, saran, maupun apresiasi berkenaan dengan sarana dan
prasarana serta pelayanan publik yaang dikelola Pemda DKI. Peningkatan
kepedulian publik terhadap lingkungan sekitarnya, serta dukungan bagi Pemda
DKI untuk memperbaiki permasalahan ibukota secara lebih tepat sasaran
menjadi tujuan Qlue.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis akhirnya
tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Konsep Jakarta Smart
City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Provinsi DKI Jakarta Periode

2014-2017.

. Rumusan Masalah
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Konsep Jakarta Smart City Terhadap

Peningkatan Pelayanan Publik Di Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2017?

. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penerapan Konsep Jakarta
Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Provinsi DKI Jakarta

Periode 2014-2017.



D. Manfaat Penelitian
Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan

praktisi, yaitu antara lain :

1. Kegunaan Teoritis,
Sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya
dalam bidang system informasi manajemen, dan pelayanan publik.

2. Kegunaan Praktis,
Sebagai sumbangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
mengembangkan konsep Jakarta Smart City Terhadap Peningkatan
Pelayanan Publik Di Provinsi DKI Jakarta.

3. Kegunaan Akademik
Merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi
dalam bidang penelitian agar dapat memberikan manfaat bagi civitas

akademika pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Hasil yang dicapai dari keutamaan penelitian ini meliputi:
1. Melakukan analisis terhadap peningkatan pelayanan publik di Provinsi
DKI Jakarta periode 2014-2017 setelah menerapkan konsep Smart City;
2. Menganalisis berbagai upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah

provinsi DKI dalam penerapan konsep Smart City;



3. Mengeksplorasi kemitraan yang dapat memunculkan sinergi dalam
memajukan Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik

Di Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2017.

F. Sisematika Penulisan
Untuk memperjelas penulisan penelitian ini maka penulis membagi

dalam 3 (Lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, Urgensi (Keutamaan)

Penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 11 LANDASAN TEORI
Pada bab ini mengutarakan deskripsi teori yang relevan dengan

permasalahan penelitian yang dikaji.

Bab Il METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian,

pemilihan informan, teknik pengumpulan data, analisis data.



BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

BAB V

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai lokasi/
subjek/objek penelitian serta berisikan deskripsi dan eksplanasi

data fokus penelitian dikombinasikan dengan teori yang dikaji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran yang
dinyatakan secara terpisah.

- Kesimpulan

Merupakan pernyataan singkat dan tepat berdasarkan hasil analisis
dan pembahasan sehubungan dengan masalah penelitian.
Kesimpulan merupakan gambaran tujuan yang telah tercapai dalam
penelitian.

- Saran

Dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian yang dimaksudkan
untuk mengembangkan, menindaklanjuti atau menerapkan hasil

penelitian baik bersifat teoritis maupun praktis.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Guna memberikan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa
penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat
dijadikan refrensi. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan
konsep Smart City terhadap pelayanan Publik, diantaranya dilakukan oleh:

Kurnia Novianti dan Choerunisa Noor Syahid dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia pada tahun 2016 dengan judul penelitian Menuju Kota
Cerdas: Pelajaran dari konsep Smart City yang diterapkan di Jakarta dan
Surabaya. Adapun ringkasan dari penelitian tersebut adalah Dewasa ini kota
menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah
penduduk secara alami maupun migrasi menjadi pemicu munculnya berbagai
permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Warga menuntut
pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggara pemerintahan kota,
sementara sumber daya yang dimiliki seringkali tidak mendukung.

Pengelolaan kota yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya dan
teknologi yang ditawarkan dalam konsep smart city dianggap sebagai
alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan bentuk implementasi smart city di 2 kota besar di
Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan

untuk menganalisis perkembangan konsep smart city yang diadopsi oleh
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kedua kota tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan, dan diskusi
terfokus dengan para pemangku kepentingan dalam implementasi program.

Penelitian menunjukkan bahwa smart city dimaknai oleh kedua kota
sebagai proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya yang
dimiliki dengan bantuan teknologi sebagai enabler sehingga kualitas
pelayanan terhadap warga dapat ditingkatkan. Hal menarik yang menjadi
temuan penulis adalah Surabaya telah memulai proses ini lebih dulu, bahkan
sebelum konsep smart city dipopulerkan di Indonesia. Dengan demikian,
Surabaya dianggap sebagai salah satu kota yang dapat menjadi rujukan bagi
kota-kota  lain  di  Indonesia  karena  keberhasilannya  dalam
mengimplementasikan open government.

Penelitian selanjutnya terkait smart city juga dilakukan oleh Rizki
Mulyadi dari Fakultas llmu Sosial dan IImuPolitik Universitas Syiah Kuala
pada tahun 2017 dengan judul Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam
Konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bandung.
Ada pun ringkasan dari penelitian tersebut adalah Smart city yang di terapkan
Bandung saat ini merupakan sistem tatakelola pemerintahan yang berbasis
teknologi, ini merupakan pergeseran dikarenakan era globalisasi yang terus
berkembang. Smart city di harapkan menjadi solusi untuk menjawab segala
permaslahan yang ada di kota Bandung, seperti diamanatkan pada undang-

undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah kota sebagai
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salah satu sarana penyelenggara pelayanan publik mempunyai peran yang
sangat penting dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan e-
demokrasi di kota Bandung dan Untuk menganalisis dampak penerapan E-
demokrasi terhadap peningkatkan pelayanan publik di kota Bandung. Data
dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan turun langsung ke lapangan
dangan melakukan mewawancara narasumber secara terbuka sehingga penulis
bisa mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang diteliti (kualitatif),
observasi dan dokumentasi data yang di peroleh. berikutnya menggabung
semua data yang di dapat melalui penelitian sekunder dan penelitian primer
dan berikutnya data masuk dalam tahap pengolahan data sebelum penulis
pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan kebijakan smart city
di kota Bandung saat ini sudah sangat baik. Kesimpulan penerapan kebijakan
e-demokrasi dalam konsep smart city terhadap peningkatan pelayanan publik
di kota Bandung, menjadi solusi dalam menjawab keluhan masyarakat, dan
telah mengubah wajah birokrasi kota Bandung.

Penelitian selanjutnya terkait smart city dilakukan oleh Olyvia Rizka
dari Universitas Negeri Malang pada Tahun 2017 dengan judul Implementasi
Smart City di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kota
pintar (smart city) di Kota Malang masih belum bisa di ukur secara tepat
berdasar indikator yang diterapkan, karena masih belum maksimalnya konsep

kota pintar (smart city) di implementasikan di Kota Malang. Masih rendahnya
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pengetahuan tentang teknologi dan informasi baik dari sumber daya manusia
di pemerintahan dan juga masyarakat sendiri. Dari faktor smart governance
yang masih lambat implementasinya dikarenakan masih kurangnya
pemahaman teknologi informasi dari pegawai pemerintah dan juga
masyarakat.

Smart economic memiliki implementasi yang belum menonjol karena
pemanfaatan teknologi masih dalam pendataan untuk peningkatan daya saing
UMKM. Faktor ketiga yaitu smart living implementasinya dengan
meningkatkan fasilitas pendidikan di kota Malang. Smart environment di kota
Malang implementasinya terlihat menonjol dengan dibangunnya taman-taman
yang dilengkapi dengan hotspot. Implementasi smart people tidak terlepas dari
kerjsama Pemkot dengan organisasi dari masyarakat yang berjalan dibidang
industri kreatif. Tujuannya adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan
kepada sumberdaya manusia agar dapat menjalankan teknologi dengan baik.

Implementasi Smart mobility ditunjukkan dalam Pemkot berusaha
untuk menyediakan akses internet di beberapa tempat publik. Sebanyak 50
lebih titik hotspot telah di sediakan pemkot yang bekerja sama dengan
Telkom. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan
tujuan menjelaskan secara utuh fenomena kota pintar (smart city) yang
dirasakan oleh warga Kota Malang. Data yang digunakan adalah data primer
dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,
dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan

analisis coding yang selanjutnya di deskripsikan secara cermat sesuai dengan
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tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk melihat bagaiamana implementasi kota
pintar (smart city) berdasarkan enam karakteristik.

Dari beberapa hasil penelitian diatas diharapkan memberikan
perbandingan dan secara tidak langsung dapat menjadi refrensi terhadap
penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam
tabel 2.1, berikut ini :

TABEL 2.1

PENELITIAN SEBELUMNYA
YANG BERKAITAN DENGAN SMART CITY DI INDONESIA

No. Peneliti, tahun Judul

1. | Novianti dan Menuju Kota Cerdas: Pelajaran dari konsep Smart

Choerunisa Noor City yang diterapkan di Jakarta dan Surabaya

Syahid (2016)
2. | Rizki Mulyadi Penerapan Kebijakan E-Demokrasi Dalam Konsep
(2017) Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan

Publik di Kota Bandung.
3. | Olyvia Rizka (2017) | Implementasi Smart City Di Kota Malang

B. Kajian teoritis
Kajian Teoritis berisikan deskripsi teori yang mengutamakan uraian
tentang hasil kajian atas teori, konsep dan definisi yang sesuai dengan
permasalahan penelitian. Teori ini selanjutnya dijadikan sebagai landasan
dalam pelaksanaan penelitian sehingga pemecahan masalah didasarkan atas

pertimbangan teoritis yang obyektif. Penelitian dianggap memenuhi syarat
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apabila didukung oleh teori-teori yang relevan dengan fokus masalah guna
menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan atas pertimbangan teoritis
yang objektif.

Tujuan penulisan kerangka teori adalah untuk memenuhi syarat
keilmiahan sebuah penelitian, selain itu juga sebagai dasar dalam
menyamakan persepsi sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam
penulisan proposal penelitian ini. Maka peneliti akan menguraikan berbagai
teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Agar penulisan ini lebih terarah,
maka terhadap beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul akan
dituangkan dalam kerangka teoritik, agar terlihat rasional dan logis sesuai
dengan aspek penelitian. Selanjutnya terdapat pemahaman konsep teoritik di
atas peneliti akan menjabarkannya dalam konsep kunci sebagai basis teoritik
yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lebih lengkapnya uraian kerangka

teoritik akan dituangkan dalam paragraf berikut ini.

1. Konsep Smart City

Konsep Smart city akan tercapai jika dapat dipahami dan didukung
pada level tertinggi pemerintah kota dan mempunyai kontribusi terhadap
kebutuhan masyarakat sehari-hari. Smart City didefinisikan sebagai kota yang
mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi
modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas
kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana

melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat
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Menurut Caragliu,A., dkk dalam Schaffers (2010:3) Kourtit &
Nijkamp (2012). Mendefinisikan bahwa:

“Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang
intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi,
ekologi, daya kompetitif kota”.

Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal
sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur
(contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial
(contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreuneurial
(contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat
dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka
akan meningkatkan produktifitas local dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi suatu kota.

Menurut Cohen Boyd (2013). Mendefinisikan bahwa::

“Smart City (Kota Pintar) sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi
dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan
kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya”.

Cohen lebih jauh mendefinisikan Smart City dengan pembobotan
aspek lingkungan menjadi: Smart City menggunakan ICT secara pintar dan
efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan
penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup,
serta mengurangi jejak lingkungan-semuanya mendukung ke dalam inovasi

dan ekonomi ramah lingkungan.
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Cohen (2013) menyebutkan bahwa kota cerdas diidentifikasikan pada
6 (enam) dimensi utama yaitu smart government (pemerintahan cerdas), smart
economy (ekonomi cerdas), smart Living (kehidupan cerdas), smart mobility
(mobilitas cerdas), smart environment (lingkungan cerdas), dan Smart People
(masyarakat cerdas). Untuk lebih jelas mengetahui dimensi utama smart city
menurut cohen boyd dapat di lihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1:
dimensi utama smart city

Clean & non-

motorized options

Sumber: Cohen Boyd (2013)

Dari enam (6) dimensi tersebut dalam penerapannya setiap kota dapat
memfokuskan pada salah satu dimensi saja tergantung dari karakteristik kota
dan urgensi permasalahan kotanya. Smart city sudah dikenal baik di Indonesia
maupun  luar negeri. Berikut kota-kota utama yang sudah
mengimplementasikan konsep smart city misalnya Seoul, New York, Tokyo,

Shanghai, Singapore, Amsterdam, London, Kairo, Dubai, Kochi dan Malaga.
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Akan tetapi tidak mudah mewujudkan impian smart city tersebut, dibutuhkan
pemikiran strategis dan kreatif. Strategis, mengandung pengertian dikerjakan
secara terencana demi masa depan (futuristic), mulai dari identifikasi masalah,
pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara dan solusi masalah,
serta perencanaan untuk implementasi (Nugraha, 2014). Kreatif, berarti
kemampuan menghasilkan karya yang berguna dan baru, baik pada tataran
individu maupun organisasi (Lazuardi, 2015).

Konsep smart city menurut Stepen Goldsmith (2014). Mendefinisikan
bahwa:

“a project to highlight local government efforts to use new
technologies that connect breakthroughs in the use of big data analytics with
community input to reshape the relationship between government and
citizen™.

Fenomena di negara maju, to improve government services and
engagement with the public, the city has opened its data for use as raw
material by developers outside government and policymakers inside city hall.
To revolutionize its city planning process, it is using digital tools to plan the
design of a new neighborhood to be built on the site of a long-abandoned steel
plant. Then, too, Chicago is realizing the decade-old dream of the “smart
city.” Widespread sensors around the city will soon gather immense amounts
of data that will be used to aid research. And the city government no longer
simply offers some digital services. It now offers the tools citizens need to

write their own apps.
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Menurut Department for Business Innovation & Skills (2013) ada lima
aspek yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebuah pendekatan dalam
membangun kota impian masa depan, yakni:

a. a modern digital infrastructure, combined with a secure but open access
approach to public reuseable data, which enables citizens to access the
information they need, when they need it;

b. a recognition that service delivery is improved by being citizen centric:this
involves placing the citizen’s needs at the forefront, sharing management
information to provide a coherent service, rather than operating in a
multiplicity of service silos (for example, sharing changes of address more
effectively), and offering internet service delivery where possible (at a
fraction of the face to face cost);

c. an intelligent physical infrastructure (“‘smart™ systems or the Internet of
Things), to enable service providers to use the full range of data both to
manage service delivery on a daily basis and to inform strategic
investment in the city/community;

d. an openness to learn from others and experiment with new approaches
and new business models;

e. transparency of outcomes/performance, for example, city service
dashboards to enable citizens to compare and challenge performance,

establishment by establishment, and borough by borough.
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Kota-kota yang disebut smart city adalah kota yang pada awalnya
memiliki terobosan baru dalam penyelesaian masalah di kotanya dan sukses
dalam meningkatkan performa kotanya. Salah satu dimensi terpenting dari
smart city adalah memberikan pelayanan menggunakan teknologi terkini dan
membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan
yang efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota (Sudaryono,

2014).

2. Pelayanan Publik

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat
menimbulkan berbagai permasalahan kota, seperti penurunan Kkualitas
pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di
jalan raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya tingkat
konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminal, dan
masalah-masalah sosial lainnya. Saat ini, kebutuhan akan tersedianya
informasi yang mudah di akses, cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu
dasar pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan
pemerintahan Kebutuhan informasi ini sudah menjadi salah satu kebutuhan
utama, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab
terhadap pelayanan masyarakat. Pelayanan Publik.

Menurut Sinambela dkk (2010:128). Mendefinisikan bahwa:

“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam

suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.
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Pelayanan publik menurut Wasistiono (Hardiyansyah 2011:11).
Mendefinisikan bahwa:

”Pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama
pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa
pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat”.

Dalam konteks pelayanan publik menurut Moenir (Kurniawan 2005:7).
Mendefinisikan bahwa:

”Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode
tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan
haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aperatur pemerintah kepada
masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara
sebagai sebagai pelayan masyarakat”.

Salah satu kendala dalam pelayanan publik terutama di daerah,
terkadang aparatur tingkat bawah atau biasa disebut street level bureaucracy
cenderung kurang fleksibel, tidak responsif dan cenderung kaku terhadap
aturan. Sehingga memicu terjadinya praktek KKN dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Tidak adanya sistem intensif yang tepat, yang mampu
mendorong para pejabat birokrasi untuk efisien, responsif, dan profesional
juga menjadi salah satu faktor yang ikut membentuk kinerja birokrasi yang

buruk (Dwiyanto,2006:78). Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah

begitu rendah. Adapun faktor yang menjadi penyebab antara lain:
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a. Gaya manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (task-oriented)

menyebabkan aparatur kurang kreatif dalam peningkatan pelayanan publik

(Kumorotomo, 2005).

b. Adanya budaya patron klien yang masih kaku sehingga hierarkis, tertutup,

sentralistis, dan mempunyai nilai untuk menempatkan pimpinan sebagai

pihak yang harus dihormati. Sehingga menganggap atasan sebagai

segalanya menjadikan pelayanan menjadi tidak efisien.

c. Ketidakjelasan reward yang menyebabkan ketidakprofesionalan dalam

pelayanan publik. Sehingga menyebabkan kinerja kurang maksimal

d. Rendahnya kualitas pendidikan baik formal maupun informal dari aparatur

pemberi pelayanan (Dwiyanto, 2006).

. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam

bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Penerapan Konsep Jakarta Smart City Terhadap Peningkatan
Pelayanan Publik Di Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2017

6 (enam) Sasaran Jakarta Smart City

0 NV

Smart
living

smart smart smart smart
mobility governance environment economy
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe
penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan
dan taylor (Dr. Lexy J. Moleong, M.A., 2010:4), metode penelitian kualitatif
didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Ronny Kountur (2007:105) dalam bukunya metode penelitian mengatakan
bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan
gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan
terhadap obyek yang diteliti. Menurut Irawan (Ali Baroroh, 2008:1) analisis
deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau
menjelaskan suatu hal apa adanya. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk
untuk mengetahui fakta-fakta, gejala-gejala atau fenomena-fenomena tertentu

secara deskriptif.

B. Penetapan Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi Penelitian Penerapan Konsep Jakarta Smart City Terhadap
Peningkatan Pelayanan Publik Di Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2017
dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun waktu penelitian dilakukan

pada bulan April 2020 s.d. bulan September 2020. Untuk lebih jelasnya
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tahapan dan waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dalam tabel
jadwal penelitian sebagai berikut:
Tabel 111.1

Jadwal Penelitian

April - Mei | Juni-Juli | Agustus | September

No | Kegiatan
1 2|3 1(2|3 112 |3|4
1 | Penulisan Proposal
2 | Finalisasi Proposal
3 | Pencarian Data
4 | Proses Penulisan
5 | Penulisan Laporan
C. Fokus Penelitian

D.

Penelitian ini difokuskan pada Penerapan Konsep Jakarta Smart City
Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Provinsi DKI Jakarta Periode

2014-2017.

Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Karena
tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan jumlah responden yang
dijadikan informan ditetapkan dengan menggunakan tekhnik purposive
sample yaitu dipilih atas dasar sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dan dipandang

memiliki atau berhubungan dengan subjek dan objek penelitian. Menurut
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Neuman (2011:187) sampel purposive ini merupakan jenis penarikan sample

untuk tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk memilih kasus-kasus yang informasinya bersifat khusus

2. Untuk memilih anggota-anggota yang sulit dicapai, dan

3. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus khusus untuk investigasi yang lebih

mendalam.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-

pihak yang terkait dengan tempat penelitian dan dipandang sudah mengetahui

dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Key informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, diantaranya:

Tabel 111.2
Key Informan Penelitian

No | Informan Jumlah

1. | Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City 1 orang

2. | Aparatur yang berkaitan dengan Jakarta Smart Clty 3 orang

3 Staf Pegawai di Unit Pengelola Jakarta Smart City 5 orang

4 Masyarakat 8 orang
Jumlah 17 Orang
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang
diperlukan bagi penelitian ilmiah. Sehubungan dengan metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, maka metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui
kegiatan:
1. Wawancara (interview)

Wawancara/interview merupakan alat rechecking atau pembuktian
terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik
wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara
mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang
yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan
social yang relatif lama. Sutopo (2006: 72).

Pengertian lain tentang wawancara/interview adalah usaha
mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara
lisan untuk-dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah
kontak langsung dengan tatap muka (face to face relationship) antara si
pencari informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber

informasi (interviewee). Sutopo (2006: 74). Jenis interview meliputi
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interview bebas, interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin
Sugiyono (2008: 233).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara
bebas yaitu berupa dialog atau tanya jawab kepada narasumber yang
dalam hal ini adalah pegawai atau pejabat dinas terkait untuk mendapatkan
data primer. Sedangkan alat yang digunakan untuk menggali informasi
adalah dengan inteview guide, yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan pada
pelaksana program untuk mendapat informasi yang dibutuhkan.

2. Telaah Dokumen

Telaah dokumen vyaitu teknik pengumpulan data dengan cara
meneliti dokumen-dokumen yang relevan. Hal ini dilakukan dengan
maksud untuk memperoleh data serta informasi yang bersumber dari
literature berupa buku, majalah, laporan, koran, bulletin, tulisan-tulisan

ilmiah dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data
Sehubungan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data
dilakukan secara keseluruhan dan sistematik bersamaan dengan pengumpulan
data berdasarkan dengan satuan-satuan gejala yang diteliti. Menurut Syafrizal
Helmi Situmorang, Iskandar Muda, Doli M. Ja'far Dalimunte, Fadli, Fanzie
Syarief (2010:9) analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara

yang bermakna sehingga dapat dipahami. Para peneliti berpendapat bahwa
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tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi,
menganalisis, dan menginterprestasikan data. Karena itu, maka prosedur

analisis data dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pencarian data informasi
yang telah dilakukan, berikut ini akan dijabarkan hasil dari penelitian lapangan

yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini.

1. Deskripsi Obyek Penelitian

DKI Jakarta merupakan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status
setingkat dengan provinsi. Jakarta terletak di 50 19’ 12”- 6023’ 54” Lintang
Selatan dan 1060 22’ 42’’- 1060 58’ 18” Bujur Timur. Di Sebelah utara
membentang pantai sepanjang 35 Km, yang menjadi tempat bermuaranya 13
buah sungai dan 2 buah kanal.

Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok,
Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan
Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut
Jawa. Menurut Wilayah Administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi
lima wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yaitu Kota
administrasi Jakarta Pusat (47,90Km2); Kota administrasi Jakarta Utara

(142,20 Km2); Kota administrasi Jakarta Barat (126,15 Km2); Kota
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administrasi Jakarta Selatan (145,73 Km2); Kota administrasi Jakarta Timur

(187,73 Km2); serta Kabupaten administratif Kepulauan Seribu (11,81 Km2).

Gambar 4.1

Peta Wilayah Administrasi DKI Jakarta
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Menurut Badan Pusat Statistika tahun 2011, jumlah penduduk di
wilayah DKI Jakarta sebanyak 10.187.595 jiwa dengan tingkat kepadatan
penduduk 15.381 jiwa/km2. Dalam hal keunggulan daya saing kota, DKI
Jakarta sebagai ibukota negara memiliki keunggulan daya saing yang tidak
dimiliki kota-kota lain di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam portal

resmi provinsi DKI Jakarta, Jakarta merupakan pusat kegiatan sosial dan
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budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang

pendidikan, budaya, olah raga, dan kesehatan. Jakarta merupakan gerbang

utama Indonesia. Letaknya yang strategis di Kepulauan Indonesia,

menyediakan layanan angkutan darat, udara, dan laut terbaik di Indonesia.
Seperti yang dilansir olen A.T Kearney, Jakarta menempati peringkat pertama
dari sebagai kota yang memiliki tingkat daya saing tertinggi untuk kategori
negara berkembang. Nilai daya saing tersebut merupakan akumulasi dari tiga
aspek yaitu Sumber Daya Manusia, Aktivitas Bisnis, dan Inovasi. (Global

Cities Index and Emerging Cities Index, 2014).

Gambar 4.2
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Program prioritas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

dalam kurun waktu lima tahun untuk DKI Jakarta sejak resmi bertugas

tercantum dalam laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2013-2017. Dokumen pembangunan DKI Jakarta selama lima tahun

ini menjabarkan visi, misi, dan program Kkerja Gubernur terpilih pada

Pemilihan Gubernur 2012. Visi tersebut adalah “Jakarta Baru, Kota Modern

yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang Layak dan Manusiawi,

Memiliki Masyarakat yang Berkebudayaan, dan dengan Pemerintahan yang

Berorientasi pada Pelayanan Publik”. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan

Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan lima

misi sebagai berikut:

1.

Sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah.

Sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti
macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.

Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta
terjangkau bagi warga kota.

Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga
sekaligus memiliki kesadaran dalam memilihara kota.

Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta
berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang

dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindar dari persaingan antar
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kota-kota secara global. Begitu pula kota Jakarta sebagai ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak saja menjadi barometer
keberhasilan pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus bersaing
dengan kota-kota lain di dunia. Dengan kata lain, Jakarta harus berorientasi
pada Smart City (Kota Pintar) yang memperhatikan tiga hal penting untuk
meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang
dapat dilihat dari kegiatan jasa-perdagangan dan arus investasi; pembangunan
kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial
kemasyarakatan yang kondusif serta; penggunaan energi yang bijaksana dan
ramah lingkungan. (RPJMD, 2013:142) Merujuk pada misi tersebut, Jakarta
Smart City merupakan salah satu program prioritas dari Basuki Tjahaja
Purnama. Menurut beliau, Jakarta Smart City adalah penerapan konsep kota
cerdas yang mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan
berbagai sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif-efisien demi
memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi penyelesaian masalah,
dan mendukung pembangunan berkelanjutan Jakarta Smart City merupakan
salah satu program prioritas dari Basuki Tjahaja Purnama. Menurut beliau,
Jakarta Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas yang
mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di
salam kota dengan lebih efektif-efisien demi memaksimalkan pelayanan

publik, memberikan solusi penyelesaian masalah, dan mendukung
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pembangunan berkelanjutan. Adapun kategori Jakarta Smart City yang
diusung oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, yaitu :
1. Smart Government
Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah
Good Governance, yang merupakan paradigma dari sistem dan proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan
prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi,
partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah
dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya
guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, serta tanggung jawab, dan
berdaya saing.
2. Smart People
Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal
ekonomi, modal sumber daya manusia, maupun modal sosial. Kemudahan
akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dapat meningkatkan kemampuan ketrampilan mereka
dalam mengembangkan usahanya.
3. Smart Economy
Pemerintah berusaha untuk menumbuhkan produktivitas dengan
kewirausahaan dan semangat inovasi. Dalam hal inovasi dan persaingan,
semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan

menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha.
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4. Smart Mobility
Pengelolaan infrastruktur dan trasnportasi kota yang dikembangkan
di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan
diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan hal ini dengan penyediaan
sistem transportasi dan infrastruktur untuk mobilitas masyarakat yang
lebih baik.
5. Smart Environment
Lingkungan Pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan
kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non
fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang
bersih tertata. Pemerintah DKI Jakarta berusaha melakukan peningkatan
kualitas dalam manajemen sumber daya alam yang ramah lingkungan.
6. Smart Living
Mewujudkan kota sehat dan layak huni merupakan dambaan bagi
setiap pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya program Jakarta Smart
City, diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu berkolaborasi untuk
menciptakan kota yang sehat dan layak huni bagi seluruh masyarakat kota

Jakarta.
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TUGAS POKOK DAN FUNGSIUNIT PENGELOLA JAKARTA SMART

CITY

TUGAS POKOK
Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan sistem Jakarta Smart

City.

FUNGSI

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola;

2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit
Pengelola;

3. penyusunan pedoman, standar, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan/atau
petunjuk teknis pengelolaan Jakarta Smart City;

4. pelaksanaan pengelolaan pusat pemantauan operasi (monitoring room) Jakarta
Smart City;

5. pengelolaan sistem/aplikasi Jakarta Smart City dan infrastrukturnya;

6. pengelolaan portal resmi Pemerintah Provinsi Daerah-Khusus Ibukota Jakarta
www.jakarta.go.id;

7. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah
Daerah tentang informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas,
pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya;

8. pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian dan tindak lanjut

pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan
informasi pernerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan
kesehatan serta informasi lainnya terkait Jakarta Smart City;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi aspirasi/opini publik;

perencanaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan Jakarta Smart City;
pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan serta desiminasi
informasi dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat
dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan
pengendalian informasi Jakarta Smart City;

penyusunan standar sistem, integrase data dan aspek digital co-working space;
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola;

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola;
pelaksanaan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola;

pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola;

pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit - Pengelola; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit

Pengelola.
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. Pembahasan

Provinsi DKI Jakarta dalam perjalanan menjadi sebuah Smart City
melakukan beberapa tahapan diantaranya:
Menentukan definisi smart city bagi Jakarta
Beberapa  program smartyang mendukung ambisi  Jakarta  untuk
menjadi smart city telah berjalan. Namun untuk dapat melaksanakan transisi
yang utuh, Jakarta harus mempunyai visi yang jelas tentang target yang dituju,
serta sasaran dan metrik terkait yang nyata, dapat diukur, dan dapat dilakukan.
Menentukan kondisi tertarget (target state)
Untuk memfasilitasi hal tersebut, digunakan Smart City Wheel Framework,
yaitu suatu metodologi yang telah dipraktekkan secara luas untuk menentukan
sasaran kondisi yang tertarget dalam proses transisi Jakarta menjadi smart
city sebelum tahun 2025. Serangkaian sasaran berkaitan dengan enam
kategori smart city yang saling terkait, yaitu smart living, smart mobility,
smart governance, smart environment, smart economy, dan smart people,
ditetapkan dan diterjemahkan menjadi metrik spesifik untuk 25 subkategori
dan 108 penentu yang terkait, ambisius, relevan, terukur, dan dapat dicapai.
Mengidentifikasi kesenjangan
Kesenjangan dapat diukur dengan cara membandingkan antara keadaan saat
ini dengan keadaan target yang diidenfikasi pada masing-masing
kategori smart city.

Mengusulkan solusi
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Dengan pemahaman tentang berbagai kesenjangan antara keadaan Jakarta saat
ini dan keadaan yang ditargetkan, langkah selanjutnya adalah perumusan
solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Untuk memastikan bahwa
Jakarta akan mencapai tujuan yang dimaksud, maka cetak biru (blueprint) dan
peta pelaksanaan (roadmap) yang komprehensif juga perlu dikembangkan

untuk memandu penerapan solusi tersebut.

Jakarta Smart City (JSC) adalah penerapan konsep kota cerdas dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk
untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di
dalam kota dengan lebih efektif-efisien demi memaksimalkan pelayanan
publik, memberikan solusi penyelesaian masalah, mendukung pembangunan
berkelanjutan dan mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Konsep smart city juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan
pemerintah dalam menafaatkan data, aplikasi, memberikan masukan maupun
kritikan secara mudah.

Pada intinya, smart city yang dimaksud oleh DKI Jakarta adalah
membuat Jakarta sebagai kota atau provinsi yang lebih baik, informatif,
transparan dan kolaboratif dengan menggunakan bantuan teknologi informasi
dan komunikasi. Pemanfaatan TIK dan dibangunnya Jakarta Smart City
Lounge di sini tidak hanya berperan sebatas “command center” saja,
melainkan mampu mengubah sistem pemerintahan dan dapat mewujudkan

Jakarta Baru.
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Gambar 4.1

Logo Jakarta Smart City

JAKARTA
SMART CITY

Jakarta Smart City sendiri merupakan suatu bagian yang berada di
bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan atau Diskominfomas
dengan lima divisi yang terdapat di dalamnya, yaitu:

1) Divisi lapangan (field)
Merupakan divisi yang turun tangan dan menangani masalah
secara langsung di lapangan. Beberapa tugasnya yaitu sebagai berikut.
a. Melakukan pengecekan lapangan terkait program utama DKI Jakarta
serta program gubernur
b. Memantau Command Center
c. Merespon pengaduan dalam kanal pengaduan DKI Jakarta

d. Sosialisasi program unggulan Pemprov DKI Jakarta
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e. Input data dan pemutakhiran data pada aplikasi Jakarta.go.id

Divisi data & analisis (data & analysis)

Memberikan insight dan informasi baru dalam pengambilan
keputusan malalui hasil analisis data. Contoh hal yang dapat dilakukan
oleh divisi ini misalnya yaitu melihat hubungan antara cuaca dengan
behavior warga, “beberapa menit setelah hujan berhenti, halte Transjakarta
akan dipenuhi oleh calon penumpang”, dari situ dapat diambil keputusan
bahwa Tranjakarta harus menyediakan armada bus yang cukup banyak
segera setelah hujan reda agar tidak terjadi penumpukkan penumpang.
Selain itu dengan adanya divisi ini dan Jakarta Smart City pada umumnya,
pemerintah dapat mengambil keputusan dengan data yang mutakhir, tidak

lagi menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan.

Divisi pengembangan (development)

Divisi ini merupakan divisi yang bertugas untuk melakukan
pengembangan sistem dan aplikasi Tl dalam lingkup Jakarta Smart City
dengan tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pengembangan website dan aplikasi

b. Merancang dan membangun sistem jaringan infrastruktur TI
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4) Divisi komunikasi (communication)
Merupakan divisi yang bertugas untuk melakukan sosialisasi
konsep, informasi, dan kebijakan terkait Jakarta Smart City kepada
berbagai pihak dalam format yang mudah dipahami dan penggunaan

media yang tepat guna.

5) Divisi monitoring & evaluasi (monitoring & evaluation)
Melakukan analisa kebutuhan dan kesesuaian program Jakarta
Smart City untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
Gambar 4.3

Kerangka alur Jakarta Smart City

Smart People Smart Economy

Smart Mobility Smart Environment

JAKARTA

o Akses  ° #
1 B SMART CITY 8
3 7

Smart Living

Pada pelaksanaannya Jakarta Smart City memiliki misi yaitu untuk
Mewujudkan Jakarta Baru yang informatif dan transparan Serta mendukung
kolaborasi melalui pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan

masyarakat yang lebih baik. Untuk mewujudkan misi Jakarta Smart City,
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terdapat enam komponen utama (indikator) atau yang disebut Enam Pilar
Kota Cerdas DKI Jakarta yang ingin dicapai oleh DKI Jakarta dalam rangka
pembangunan kota cerdas tersebut, yaitu:

1) Smart environment

Smart environment merupakan salah satu komponen smart city
yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan Jakarta yang sehat dan
layak huni dengan cara mengelola sumber daya alam yang ramah
lingkungan malalui sistem tata kelola yang berkelanjutan atau sustainable
environment management. Salah satu contoh dari komponen ini adalah
bagaimana cara DKI Jakarta dalam mengelola sampah atau waste
management dan bagaimana agar ketersediaan air bersih di wilayah
Jakarta selalu tercukupi.

Dalam hal ini, langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI
Jakarta yaitu 1) memperbanyak Bank Sampah, 2) optimalisasi kerja PPSU
(Penangan Prasarana dan Sarana Umum), dan selain itu, 3) pemerintah
DKI Jakarta pun mendorong program green building dan pembangunan
ramah lingkungan.

Sebagai contoh, salah satu perubahan nyata yang telah terasa
dampaknya yaitu penggantian lampu penerangan jalan umum dengan
LED. Penggantian lampu tersebut selain lebih ramah lingkungan juga
ternyata dapat menghemat pengeluaran Pemprov DKI Jakarta sebesar 50%

atau hingga 300 milyar untuk pembayaran listrik.
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2) Smart living
Smart living adalah bagaimana pemerintah DKI Jakarta mengelola
fasilitas umum yang terdapat di lingkungannya demi mewujudkan kota
yang sehat dan layak huni serta mempermudah akses informasi kesehatan,
pariwisata, dan fasilitas-fasilitas keamanan lainnya. Contoh program yang
telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah 1) pengaduan rusun,
2) taman bermain berupa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA),

dan 3) Ruang Terbuka Hijau atau RTH.

3) Smart mobility

Smart mobility merupakan konsep yang berkaitan dengan
penyediaan sistem transportasi dan infrastruktur, yaitu bagaimana
pemerintah DKI Jakarta dapat menyediakan fasilitas transportasi umum
yang lebih nyaman, aman dan mencukupi bagi penduduknya. Dengan
baiknya fasilitas trasportasi umum yang disediakan, maka kemungkinan
meminimalisasi jumlah kendaraan pribadi dan kemacetan dapat
ditingkatkan. Selain itu fasilitas penunjang mobilitas yang tinggi dapat
memberikan dampak ekonomi yang positif pula.

Dalam hal ini, Jakarta telah memiliki beberapa fasilitas unggulan,
yaitu 1) pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang masih berjalan
hingga saat ini dan penyediaan 2) feeder Transjakarta yang terintegrasi

dengan stasiun CommuterLine.
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4) Smart governance

Selain pemberian fasilitas yang lebih baik, sistem pemerintahan
pun harus dibenahi. Cita-cita yang ingin dicapai oleh Jakarta saat ini
adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif dan
responsif. Dengan penerapan Tl di Pemprov DKI Jakarta, sistem
pemerintahan dapat diawasi secara lebih baik. Salah satu contohnya yaitu
masalah waktu, anggaran dan pungutan liar di lingkungan instansi
pemerintahan. Saat ini pelayanan perizinan di DKI Jakarta dapat dilakukan
secara lebih cepat, tidak ribet dan bebas pungli. Pemerintah pun
menyediakan kanal aspirasi untuk partisipas publik Selain itu smart
government juga menginginkan terwujudnya pemerintahan yang
antisipatif, yaitu mampu memprediksi dan mengantisipasi masalah yang

ada, bukan lagi pemerintah yang bersifat reaktif.

5) Smart economy
Smart economy merupakan salah satu konsep yang bertujuan untuk
1) menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat
inovasi, 2) melakukan pembinaan usaha kecil dan menengah, 3)

memperluas lapangan pekerjaan, dan 4) meningkatkan daya saing usaha.

6) Smart people
Dari keseluruhan aspek di atas, hal terpenting yaitu smart people.

Bagaimana warga dan seluruh orang yang terlibat di dalam lingkup
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pemerintahan DKI Jakarta mampu mendapatkan pendidikan secara merata
melalui pendidikan 12 tahun, tercapainya fasilitas kebutuhan hidup layak,
meningkatkan indeks harapan hidup, dan meningkatkan akses informasi
publik. Salah satu langkah yang telah diambil dalam mewujudkan tujuan
tersebut yaitu dengan pembuatan aplikasi perpustakaan iJakarta Apps dan
pendidikan untuk semua kalangan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Gambar 4.4

Jakarta Smart City Feature Program

Featured L
'-i’

Programs

Pada prinsipnya, Jakarta sebagai kota cerdas ingin 1) membuka dan
mengumpulkan data yang dimilikinya sehingga dapat memberikan informasi
yang berguna untuk seluruh lapisan masyarakat, 2) berubah menjadi
pemerintahan yang lebih terbuka dan trasparan, serta 3) membuka kesempatan
sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat untuk dapat berkolaborasi

dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik.
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Untuk dapat mencapai ketiga hal di atas, pemerintah DKI Jakarta
memberikan kesempatan untuk menjalin komunikasi dua arah dengan warga
dengan cara, 1) pemerintah mendengar, 2) sistem menjadi jembatan antara
pemerintah dan masyarakat, serta 3) masyarakat dapat melaporkan, memberi

masukkan dan berkolaborasi dengan pemerintah secara langsung.

Isu Utama Permasalahan DKI Jakarta
Hal-hal yang menjadi isu utama untuk diselesaikan oleh DKI Jakarta
sebagai smart city adalah:
1) Pelaporan dan pengaduan masalah oleh masyarakat
2) Pungutan liar
3) Akses data publik
4) Transparansi anggaran
5) Transportasi dan fasilitas publik

6) Banjir

Solusi dari Jakarta Smart City

Dari masalah-masalah yang menjadi isu utama tersebut, Pemprov DKI
Jakarta telah menerapkan berbagai solusi, diantaranya yaitu Kartu Jakarta
Pintar (KJP) untuk memberikan jaminan pendidikkan 12 tahun; Kartu Jakarta
Sehat (KJS) sebagai jaminan fasilitas kesehatan; Ruang Publik Terpadu Ramah
Anak (RPTRA) sebagai fasilitas bermain anak-anak demi terwujudnya Jakarta

sebagai kota yang layak huni; Penangan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)



47

yang siap menangani masalah yang dilaporkan oleh warga seperti pengecatan
ulang tembok akibat vandalisme, perbaikan jalan, membersihkan got yang
mampat maupun masalah lainnya. Petugas PPSU sendiri terdiri dari 40 — 70
personil di setiap wilayahnya; pencegahan banjir; dan penyediaan transportasi

publik yang murah dengan bus Transjakarta.

Gambar 4.5

Stakeholders Jakarta Smart City

Sedangkan dari segi sistem TIK, Pemprov DKI memiliki Jakarta
Smart City Portal, Regional Development Planning Forum (Musrenbang),
telepon pelaporan bencana 112, aplikasi Qlue, kawal anggaran dan Open Data.
Selain itu Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan LSM perlindungan
wanita dan salah satu bagian PBB sedang merancang sistem untuk

perlindungan untuk wanita dari tindakan kriminal dan kejahatan seksual.
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Jakarta Smart City Portal

Jakarta Smart City Portal merupakan sebuah portal berbasis peta
yang akan menampilkan seluruh data yang telah dikumpulkan dari
berbagai dinas di DKI Jakarta, seperti informasi mengenai lokasi
Transjakarta, harga bahan pangan di pasar, zonasi wilayah, lokasi
ambulans, melihat laporan masyarakat melalui Qlue dan informasi-

informasi lainnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang merupakan program musyawarah yang dilakukan
ditingkat RW untuk merembukkan usulan anggaran dan perencanaan
pembangunan. Selain itu masyarakat dapat pula memberikan usulan secara
langsung melalui http://musrenbang.jakarta.go.id/ dan memantau proses
usulan yang telah diajukan tersebut. Dari program ini terlihat bahwa
Pemprov DKI benar-benar ingin melibatkan masyarakat dalam pembuatan

kebijakan dan anggaran pembangunan daerah.

Pelaporan Bencana 112

Call center 112 merupakan fasilitas yang diberikan Pemprov DKI
untuk pelaporan bencana seperti kebakaran dan banjir. Kedepannya Jakarta
ingin memberikan pelayanan seperti 911 yang dapat menangani segala

macam persoalan, tidak hanya terbatas pada penanggulangan bencana saja.
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Selain menggunakan telepon 112, pelaporan bencana dapat pula dilakukan

dengan menggunakan aplikasi Qlue dan media lainnya (lihat poin 4).

Aplikasi Qlue

Merupakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat berinteraksi
langsung dengan pemerintah. Dalam aplikasi ini masyarakat dapat
melaporkan masalah yang terjadi di sekitarnya dengan menggunakan bukti
foto. Laporan yang diberikan dari aplikasi Qlue tersebut diteruskan kepada
dinas terkait atau lurah yang bersangkutan untuk langsung ditangani. Jika
persoalan sedang dalam proses penanganan maupun telah selesai
ditangani, maka petugas harus mengunggah foto di Qlue sebagai bukti
pengerjaan. Pekerjaan yang dilakukan di sini seringkali dibantu oleh
petugas PPSU. Selain itu di aplikasi ini warga dapat memantau laporanya
tersebut dan memberikan komentar atau tanggapan terhadap penangan
masalah tersebut.

Selain melalui aplikasi Qlue, warga pun dapat melakukan
pengaduan melalui sms, telepon, email, maupun sosial media Twitter dan
Facebook. Warga juga dapat melihat kinerja setiap kelurahan seperti
peringkat, jumlah kasus yang telah selesai ditangani, sedang dalam proses
dan menunggu. Dalam memproses laporan pun terdapat batas waktu, yaitu

72 jam.

Kawal Anggaran
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Cita-cita membuat Jakarta yang transparan dibuktikan dengan
adanya kawal anggaran ini. Masyarakat dapat membuka situs http://kawal-
apbd.com/ untuk melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI
Jakarta. Dalam situs itu semua anggaran hingga yang terkecil seperti
pembelian air mineral untuk rapat telah dimasukkan sehingga dapat
diawasi secara langsung oleh warga masyarakat.

Keinginan untuk menjadikan Jakarta yang trasparan ini berawal
dari kasus seperti perbaikan jalan. Terkadang di beberapa wilayah di DKI
Jakarta secara rutin (misalnya setahun atau dua tahun sekali) memasukkan
anggaran untuk perbaikan jalan, padahal jalan tersebut baru saja diperbaiki
dan kondisinya masih bagus. Dengan adanya sistem komunikasi dua arah
seperti saat ini, penyelewengan dapat lebih diminimalisasi karena adanya

pengawasan langsung dari warga.

Open Data

Open Data (http://data.jakarta.go.id/) berisi data yang dimiliki oleh
Pemprov DKI Jakarta beserta dinas terkait seperti data pendidikan,
kesehatan, kuangan daerah, kependudukan, perhubungan, lingkungan
hidup, sosial, pariwisata dan kebudayaan, pekerjaan umum,
penanggulangan bencana hingga daftar pemenang lelang pengadaan

barang/jasa di Pemprov DKI Jakarta.
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Jakarta.go.id

Jakarta.go.id merupakan portal utama milik Pemprov DKI Jakarta
yang akan menghubungkan Kkita dengan situs-situs terkait seperti a)
pengaduan masyarakat, b) layanan perizinan, c) informasi keuangan, d)
aplikasi informasi publik: informasi harga pangan, rute kendaraan umum,
kuliner, UKM, produk hukum, hotel, foto kegiatan Pemprov, nomor
penting, CCTV dan lain sebagainya, e) statistik Jakarta, f) informasi pajak
dan retribusi, g) layanan publik, h) sub domain dari Pemprov DKI Jakarta,
i) Jakarta Smart City Portal, j) Open Data, k) Berita Jakarta dan I) aplikasi-

aplikasi smartphone dari Jakarta Smart City.

Command Center

Command center DKI Jakarta berada di Jakarta Smart City
Lounge. Di command center ini, pengawasan dilakukan dengan
menggunakan CROP dan ROP. CROP merupakan aplikasi yang
menampung seluruh laporan dari Qlue (saja) dan melakukan pemantauan
terhadap Transjakarta, harga tanah, posisi petugas lapangan, ambulans, alat
berat, zonasi peruntukan wilayah, harga pasar, PKL, banjir, kebakaran.
Untuk pengawasan alat berat, di sini kita dapat melihat jumlah penggunaan
bahan bakar, waktu penggunaan dan lokasi, sehingga dari situ Pemprov
DKI Jakarta dapat mengatur efisiensi penggunaan alat berat tersebut.

Selain CROP, terdapat pula ROP. ROP merupakan aplikasi yang

digunakan untuk menerima laporan warga yang disampaikan melalui
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saluran selain Qlue, yaitu melalui sms, telepon, Twitter, Facebook dan
email. Dalam ROP ini tidak hanya memuat laporan yang disampaikan oleh
warga saja, namun juga dapat mengambil berita dari media online yang
berkaitan dengan DKI Jakarta.

Di command center ini pun dilakukan pengawasan terhadap video-
video yang didapat dari CCTV yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Saat
ini terdapat sekitar 1.800 CCTV yang tersebar di seluruh penjuru Jakarta
dan akan terus ditambah hingga 6.000 CCTV. Pengawasan CCTV di sini
menggunakan video analytic untuk mendeteksi jika terdapat kejanggalan
dalam video yang ada. Rencana kedepannya pengawasan CCTV akan
menggunakan face recognition untuk mendeteksi wajah dalam CCTV dan

face search untuk mencari wajah di dalam video.

Kolaborasi

Demi tercapainya misi Jakarta Smart City, maka JSC pun
membuka kesempatan berkolaborasi sebesar-besarnya dengan warga. JSC
menyediakan ~ file APl  (http://api.jakarta.go.id/apijakgo/#)  dan
membukanya secara bebas untuk dapat digunakan oleh seluruh kalangan
masyarakat yang ingin membuat aplikasi solusi penyelesaian masalah di
Jakarta. Selain itu kedapannya JSC ingin membuat coworking space
sehingga warga Jakarta dapat bertemu secara langsung dalam melakukan

kolaborasi tersebut.
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Salah satu kolaborasi yang dilakukan olah JSC adalah #Kaki5Jkt,
yaitu pendataan pedagang kaki lima yang melibatkan Dinas UMKM dan
relawan serta hasilnya diunggah ke dalam situs Zomato serta bekerjasama
dengan Go-Food untuk urusan delivery makanan. Kerjasama ini dilakukan
dalam rangka pendataan pedagang kaki lima agar mampu bersaing dengan
pengusaha besar atau kafe. Usaha mereka yang semula tidak diketahui oleh
masyarakat, kini telah dapat ditemukan secara online melalui situs Zomato
bahkan dapat melakukan layanan pesan antar karena bekerjasama dengan

Go-Food.

Rencana Jangka Pendek

Selain proyek-proyek di atas, DKI Jakarta masih memiliki proyek
yang akan dikerjakan kedepannya, yaitu 1) proyek Mass Rapid Transit (MRT),
2) CRM atau penggabungan antara CROP dan ROP, 3) Jakarta One Card untuk
melakukan segala pembayaran di Jakarta, 4) Pembenahan transportasi publik
yang lebih cepat dan gratis, 5) booking online rumah sakit dengan detail yang
lebih terperinci, 6) menjadi pemerintahan yang prefentif dan memiliki analisa
prediktif, serta 7) startup incubation.

Hasil wawancara dan pengamatan penulis dari berbagai sumber
menjelaskan bahwa kondisi riil yang terjadi di masyarakat terkait tanggapan
tentang penerapan konsep Smart City Provinsi DKI Jakarta. Tanggapan
RT/RW tentang Aplikasi Qlue Syarifudin ketua RW 5 Kelurahan Kebon

Bawang, ia menyoal kewajiban RT/RW melapor sebanyak 3 kali sehari.
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Keluhannya menjelaskan bahwa hal kewajiban melapor itu tidak efektif karena
menurut mereka belum tentu terdapat pelanggaran atau keluhan yang terjadi
dalam jangka waktu sehari. Ini tentu saja membebani mereka karena dengan
adanya kewajiban tersebut maka seolah-olah mereka dipaksakan untuk
menciptakan persoalan setiap harinya untuk dinilai oleh Gubernur. Hal ini
mengingat, bahwa RT/RW vyang tidak ada laporan maka dianggap
tidak bekerja. Semakin banyak laporan maka semakin dianggap bagus
kinerjanya. Padahal banyak laporan belum tentu kinerja RT/RW bagus karena
banyak juga keluhan warga tidak direspon RT/RW setempat. Inilah kemudian
yang menjadi pro kontra adanya aplikasi glue dikalangan masyarakat Jakarta
Utara.

Abdullah Hamid ketua RT 5/7 Tegalparang, ia protes dengan
penggunaan Qlue, karena merasa agak rumit, masalahnya laporan sehari 3 kali.
Dan mereka merasa diancam tidak dapat honor kalau tidak menggunakan Qlue.
Cecep Susila ketua RT 4/7 Tegalparang, ia mengatakan bagusnya aplikasi ini
praktis dan memudahkan. Dan kesulitannya harus mereka mencari moment-
moment apa yang terjadi di RT Kkita, kejadian apa atau apa yang telah kita
lakukan diwilayah kita, kita harus lapor sehari 3 kali minimal dan kesulitannya
itu mencari moment-moment tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan informan diatas, dapat dilihat bahwa
implementasi aplikasi glue mengundang banyak pendapat dari masyarakat
Jakarta. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengamat Kebijakan

publik Amir Hamzah mengatakan bahwa laporan publik digital bernama “glue”
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(Jakarta smart city) terkesan menciptakan perang opini antar wilayah, bisa saja
karena ulah oknum yang dibayar dalam melakukan pemetaan laporan publik.
Misalnya karena kebodohan posting di dunia maya masak lurah harus fokus
pada jawaban terhadap operator yang tidak tahu wilayah sementara tugas itu
tekait SKPD lain yang berwenang.

Fakta juga menunjukkan bahwa laporan glue kini sudah mengarah
pada persaingan antar wilayah. Seolah glue hanya program pengawasan saja
bukan bagian dari pelayanan public sevice. Kinerja lurah pun hanya didasarkan
pada banyaknya laporan qlue serta penyelesaian permasalahan wilayah.
Sementara ada juga wilayah kelurahan yang tidak tersentuh oleh laporan glue
tapi juga banyak permasalahan yang tidak selesai. Selain itu, aplikasi qlue
berbentuk laporan dengan memakai istilah saran, jawaban serta nama samara
nampaknya terkondisikan untuk menjadi alat propaganda menjatuhkan istitusi.
Beberapa lurah di Jakarta barat dan pusat menyampaikan bahwa posting warna
baik merah, kuning dan biru untuk ditindaklanjuti lurah terkadang salah dalam
pemetaan oleh yang memposting (pelapor) walaupun lurah sudah menyatakan
jawaban qglue sesuai teknis jawaban.

Tidak semua masyarakat yang tidak puas dengan adanya aplikasi glue.
Misalnya saja informan berikut yang penulis temui. Endah adalah warga
Kelurahan Semper yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan sangat terbantu
dengan adanya aplikasi glue. Hal ini dikarenakan, warga jadi bebas untuk
melaporkan tanpa harus datang ke kantor kelurahan langsung. Ada beberapa

laporannya terkait sampah yang langsung direspon oleh ketua RT/RW. Ini



56

menjadi catatan positif dari warga Semper terkait implementasi aplikasi glue.
Arinda (Ibu Rumah Tangga) Menjelaskan bahwa yang bersangkutan sangat
senang dengan adanya Aplikasi Qlue ini, terutama pada admin Qlue, karena
sangat responsive. Sebelum adanya aplikasi Qlue, yang bersangkutan sering
melapor ke pemda lewat twitter, SMS ataupun e-mail, setelah tau ada aplikasi
Qlue ini lebih sering menggunakan aplikasi secara aktif, karna responnya lebih
cepat ketimbang waktu lapor ke twitter dll butuh waktu 4 sampai 5 bulan baru
direspon.

Tidak hanya itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan
apresiasi kepada warga dan pemerintah wilayah setempat yang efektif
menerapkan konsep Jakarta smart City yang dalam hal ini dalam kasus
pemanfaatan aplikasi Qlue contohnya Kelurahan Galur Jakakarta Pusat
menjadi kelurahan dengan respon tercepat dalam penggunaan aplikasi Qlue,
misalnya dalam hitungan 30 menit laporan warga tentang jalan rusak di
kelurahan Galur Jakpus langsung direspon melalui aplikasi glue. Kelurahan
Galur telah merespon 126 laporan warga 2 laporan lainnya sedang ditangani
karna harus berkoordinasi dengan pihak terkait.

Kepada pemerintah wilayah kelurahan galur penulis sempat
bertanya terkait efektivitas aparat kelurahan merespon keluhan dari
warganya. Supardiano Lurah Galurpun mengutarakan respon dalam
penangan laporan tergantung laporan glue, karna yang bisa dilaksanakan

dikelurahan langsung ditangani dan ditindak lanjuti, tapi ada kendala kelurahan
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yang tidak bisa langsung ditangani seperti penanganan lampu, parkir liar kita
koordinasi dengan SKPD terkait.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memberlakukan qlue untuk
RT/RW dan memberikan Rp 10.000 untuk sekali pelaporan, namun karena
warga banyak yang protes maka pemberlakukan glue untuk RT dan RW
dihapus sehingga pemberlakukan insentif Rp 10.000 pun dihapus dengan
alasan RT/RW itu sifatnya pengabdian masyarakat jadi lebih ke ketokohan
tidak perlu diberikan insentif cukup uang operasional. Untuk itu, posisi RT/RW
dikembalikan kesemula yakni menempati bagian ketokohan masyarakat yang
sangat dihargai. Pada awalnya glue menjadi tolok ukur kinerja RT/RW. Namun
karena sosialisasi dan implementasi yang kurang tepat maka banyak RT dan
RW yang mengunggah laporan spam seperti laporan yang diunggah merupakan
informasi pribadi seperti KTP warga baru atau surat undangan untuk warga
sekitar. Oleh karena itu, dalam beberapa bulan terkahir laporan RT/RW itu
tidak lagi ditampilkan secara langsung.

Qlue membuat laporan tersebut hanya bisa diakses oleh pihak terkait
sehingga tidak membingungkan pengguna lain. Dengan kewajiban untuk
melapor tiga kali sehari, Kira-kira 90 ribu laporan dari 30 ribu RT/RW di DKI
Jakarta. Sementara pengguna Qlue secara keseluruhan ada 700 ribu dan tidak
semuanya aktif melapor. Jadi dapat dibayangkan, laporan glue yang berasal
dari RT/RW terbilang cukup besar. Kondisi ini secara tidak langsung juga
membingungkan pengguna lain. Sebab qlue sendiri merupakan platform

berbagi untuk umum. Sebagai informasi, penghentian aplikasi Qlue untuk


https://www.liputan6.com/news/read/2518846/ahok-ungkap-modus-di-balik-protes-rtrw-soal-laporan-qlue

58

sarana pelaporan RT/RW sendiri dilakukan baru-baru ini. Menurut PIt
Gubernur DKI Sumarsono, dengan keputusan ini, pemberlakukan intensif
sebesar Rp 10 ribu untuk sekali pelaporan juga dihapus.

Untuk itu, posisi RT dan RW dikembalikan ke semula, yaitu
menempati bagian dari ketokohan masyarakat yang sangat dihargai. Hal itu
dianggapnya lebih penting ketimbang uang Rp 10 ribu. Lebih lanjut ia
menuturkan, RT dan RW bukan karyawan atau buruh yang harus tunduk pada
peraturan dan Upah Minimun Provinsi (UMP).Setelah Qlue, kini muncul
Aplikasi Beride.

Selama ini warga Jakarta mengetahui ada aplikasi Qlue yang bisa
digunakan untuk melaporkan berbagai masalah perkotaan yang ditemui dan
dialami sehari-hari. Setelah glue menyusul aplikasi yang serupa yang sudah
diluncurkan dan dikembangkan Namanya Beride. QLUE merupakan aplikasi
berisi keluhan masyarakat tentang masalah di Ibu Kota

BERIDE: Aplikasi yang menampung ide masyarakat untuk
pembangunan kota M. Arszandi Pratama, Pendiri Beride. Qlue itu berujung ke
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk menyelesaikan masalah,
kalau Beride ini merupakan masukan dan jadi bahan croudfunding infrastruktur
agar bisa diwujudkan apakah biayanya dari masyarakat atau dari APBD.
Setiaji, Kepala Unit Jakarta Smart City. Beride tidak akan menggantikan Qlue,
dikarenakan kedua aplikasi ini memiliki fungsi yang berbeda akan saling
melengkapi. Beride dan Qlue merupakan 2 platfrom yang berbeda tetapi

memiliki basis yang sama yakni partisipasi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta
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telah membuka layanan keluhan masyarakat di tiap-tiap kelurahan pada setiap
hari sabtu, sementara Beride merupakan sebuah layanan interaktif yang
berbasis website dan aplikasi ponsel yang dapat dimanfaatkan warga kota
untuk menyalurkan ide-ide pembangunan kota sekaligus dapat dimanfaatkan
oleh berbagai instansi pemerintah, swasta dan komunitas untuk menyalurkan
sayembara bertema pembangunan kota.

Dalam hal transportasi public DKI Jakarta proses penerapan konsep
Smart City sudah cukup efektif dengan adanya layanan aplikasi TRAFI yang
sudah terintegrasi dengan moda transportasi Trans Jakarta. Aplikasi ini
memberika akses informasi secara real time kepada para pengguna transportasi
public trans Jakarta untuk memantau waktu dan posisi bus terdekat dan
tercepat. Selain itu aplikasi ini juga memberikan petunjuk rute bus berikut halte
pemberhentiannya. Hal ini dirasa baik karena DKI Jakarta sebagai ibukota
Negara merupakan tujuan bagi orang-orang untuk melakukan aktifitasnya.
Bukan hanya penduduk setempat tetapi juga pendatang dari daerah, wisatawan
mancanegara banyak yang juga datang dan beraktivitas di Jakarta sehingga
bagi orang baru yang datang butuh orientasi untuk melakukan aktivitas
menggunakan transportasi publik.

Dalam akses keterbukaan informasi walaupun DKI Jakarta sudah
memberikan akses kepada masyarakat untuk mengecek program dan juga
anggaran yang dijalankan provinsi DKI Jakarta namun selama ini masih sedikit
masyarakat yang menganggap hal ini perlu untuk dilakukan. Sehingga banyak

program-program unggul yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi
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DKI Jakarta yang tidak di ketahui oleh masyarakat. Hal ini perlu dilakukan
sosialisasi agar kepekaan masyarakat terhadap partisipasi dalam pembangunan
daerah bisa terbangun.

Untuk menjalankan smart city di provinsi DKI Jakarta masih dari kata
sempurna apabila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya yang ada di
Negara Lain. Hal ini dikarenkan keterbatasan layanan dan jaringan Internet
serta kecepatan arus data yang masih dianggap kalah bersaing dengan negara-
negara maju lainnya. Namun dalam hal ini pemerintah sudah menunjukan
optimistis dalam penerapan konsep ini dengan perlahan-lahan melakukan
perbaikan dan peningkatan baik dari segi fasilitas dan trobosan-trobosan
inovasi yang dilakukan. Kedepan kita berharap dengan pesatnya pembangunan
fasilitas publik di DKI Jakarta semoga hal ini dapat lebih terintegrasi dengan
konsep Smart City yang dijalankan. Mungkin saat ini penataan Ibukota DKI
Jakarta masih sedikit berantakan karena masih banyak proyek-proyek
infrastruktur besar yang masih dalam tahap pembangunan namun kita berharap
dalam sepuluh tahun kedepan penataan ibukota ini sudah menunjukan hasil dan
ditopang dengan infrastruktur jaringan Smart City yang juga mumpuni dan
sumberdaya manusia yang unggul sebagai masyarakat modern sehingga
Provinsi DKI Jakarta bisa bersaing menjadi Ibukota Negara yang maju

disbanding ibu kota-ibu kota negara lainnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Jakarta Smart City adalah pengaplikasian konsep smart city yang
mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu
kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan
pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung
pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Jakarta Smart City adalah Jakarta Baru yang efisien dan inovatif,
dan Jakarta Smart City memiliki misi untuk dapat mewujudkan Jakarta Baru
yang informatif, transparan, serta mendukung kolaborasi menggunakan
teknologi untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Portal Jakarta Smart City (JSC) merupakan website untuk
menampilkan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
Keberadaan portal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mewujudkan transparansi yang terverifikasi dengan memusatkan dan
mengintegrasikan semua data dalam satu wadah. Smart City Portal yang
beralamat smartcity.jakarta.go.id ini berisi informasi mengenai konsep JSC,
informasi event, artikel-artikel terkait JSC, dan peta yang dilengkapi dengan
penyajian data yang sudah diolah dari Satuan Perangkat Kerja Daerah

(SKPD), dinas-dinas di Provinsi Jakarta, dan pihak terkait lainnya. Peta ini
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dibuat dengan format tampilan geospasial untuk memudahkan masyarakat
pengakses Smart City Portal dalam memahami data yang ditampilkan.

JSC menyediakan ruang baru bagi masyarakat untuk turut
berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta Baru melalui aplikasi-aplikasi dan
website yang dapat diakses bahkan melalui ponsel. Melalui aplikasi Qlue,
masyarakat dapat melaporkan permasalahan yang dapat langsung ditindak
lanjut oleh aparatur dan dinas terkait. Masyarakat juga dapat memantau
Kinerja pegawai pemerintahan lewat website Kkinerja.jakarta.go.id atau
melaporkan langsung melalui SMS gubernur. Fitur SMS gubernur telah
dimodifikasi agar dapat dikelola menggunakan komputer sehingga laporan
yang masuk dapat ditindak lanjut dengan lebih efektif karena dapat melibatkan
lebih banyak orang dalam pengecekan serta penanganannya. Selain aplikasi
yang menyediakan layanan pelaporan bagi masyarakat, JSC juga membuat
wadah bagi pemerintah untuk mengelola semua bentuk partisipasi masyarakat
yang disebut Citizen Relationship Management (CRM). Tujuan dari
pembuatan CRM adalah untuk mempercepat respon pada setiap keluhan
masyarakat yang datang dari berbagai kanal pengaduan. Berbagai aplikasi dan
website tersebut adalah mediator yang diharapkan dapat meningkatkan
interaksi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan.

JSC membantu meningkatkan kualitas data pemerintahan dengan cara
memberikan pedoman format data kepada stakeholder yang ingin
mengintegrasikan data ke portal JSC dan melakukan cleansing data apabila

data yang masuk belum sesuai dengan format. Perbaikan dan peningkatan
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kualitas data ini terus dilakukan karena data analisis berperan signifikan dalam
pembuatan kebijakan yang ideal dan tepat sasaran.

Pada perkembangannya, JSC mendorong interaksi lebih lanjut antara
pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah membuka kesempatan bagi
masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk membangun atau membantu
merumuskan solusi untuk masalah-masalah di Jakarta. Dengan kolaborasi ini,
diharapkan dapat muncul inovasi yang lebih baik karena melibatkan lebih dari
satu perspektif. Kolaborasi tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk
mendidik masyarakat agar bisa melihat masalah sebagai suatu kesempatan
untuk belajar dan berkembang, sehingga bisa menghindari mental masyarakat
yang reaktif dan menginginkan penyelesaian yang serba instan. Diskusi
terbuka, penyediaan data untuk developer melalui api.jakarta.go.id, serta kerja
sama dengan start-up seperti go-food, zomato, traffi, dan google transit,
merupakan bentuk kolaborasi yang telah berjalan. JSC mendukung proses
kolaborasi tersebut dengan menyediakan co-working space dan inkubator

untuk pembuatan start-up.

. Saran

Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh
Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan konsep Jakarta Smart
City, namun permasalahan-permasalahan dasar yang ada di DKI
Jakarta harus diselesaikan terlebih dulu. Permasalahan yang

dimaksud adalah persoalan teknis, sosial, dan ekonomi seperti



64

penataan kota, pernbaikan transportasi, ketertiban lingkungan dan
kesadaran masyarakat dalam partisipasi publik,

Masyarakat DKI Jakarta harus sadar bahwa internet bisa
dimanfaatkan untuk beragam keperluan, antara lain untuk membuka
bisnis, untuk penyebaran informasi, untuk bersosialisasi dan juga
untuk mengakses fasiltas-fasilitas layanan publik. Pemerintah harus
membuat aplikasi yang hemat konsumsi data dan efisien serta bisa
di kelola dengan baik tanpa harus mengalami gangguan sehingga
minat masyarakat dalam mengakses layanan smart city tidak
terganggu dengan permasalahan-permasalahan perbaikan Aplikasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terbuka untuk
bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi sehingga
dapat menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik berbasis
teknologi untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi

masyarakatnya.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Konsep Jakarta Smart
City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Provinsi DKI Jakarta Periode
2014-2017 Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan
observasi, wawancara dan studi dokumentasi serta melakukan analisis data
yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Portal Jakarta Smart City (JSC) merupakan website untuk
menampilkan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
Keberadaan portal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mewujudkan transparansi yang terverifikasi dengan memusatkan dan
mengintegrasikan semua data dalam satu wadah.

JSC menyediakan ruang baru bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam
pembangunan Jakarta Baru melalui aplikasi-aplikasi dan website yang dapat
diakses bahkan melalui ponsel. Melalui aplikasi Qlue, masyarakat dapat
melaporkan permasalahan yang dapat langsung ditindak lanjut oleh aparatur
dan dinas terkait. Masyarakat juga dapat memantau Kkinerja pegawai
pemerintahan lewat website kinerja.jakarta.go.id atau melaporkan langsung
melalui SMS gubernur. Fitur SMS gubernur telah dimodifikasi agar dapat
dikelola menggunakan komputer sehingga laporan yang masuk dapat ditindak
lanjut dengan lebih efektif karena dapat melibatkan lebih banyak orang dalam
pengecekan serta penanganannya. Selain aplikasi yang menyediakan layanan
pelaporan bagi masyarakat, JSC juga membuat wadah bagi pemerintah untuk
mengelola semua bentuk partisipasi masyarakat yang disebut Citizen
Relationship Management (CRM). Tujuan dari pembuatan CRM adalah untuk
mempercepat respon pada setiap keluhan masyarakat yang datang dari berbagai
kanal pengaduan. Berbagai aplikasi dan website tersebut adalah mediator yang
diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi antara masyarakat
dan pemerintahan.

Pada perkembangannya, JSC mendorong interaksi lebih lanjut antara
pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah membuka kesempatan bagi
masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk membangun atau membantu
merumuskan solusi untuk masalah-masalah di Jakarta. Dengan kolaborasi ini,
diharapkan dapat muncul inovasi yang lebih baik karena melibatkan lebih dari
satu perspektif. Kolaborasi tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk
mendidik masyarakat agar bisa melihat masalah sebagai suatu kesempatan
untuk belajar dan berkembang, sehingga bisa menghindari mental masyarakat
yang reaktif dan menginginkan penyelesaian yang serba instan.

Kata Kunci: Smart City, Pelayanan Publik, DKI Jakarta
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